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UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : Elfirda Ade Putri, SH..MH

ABSTRAK
perkawinan dalam Islam adalah merupakan ibadah, kepada suami isteri dituntut untuk
melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-undang Nomor |
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa. Perkawinan yang tidak didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan/nikah
dalam masyarakat kita kenal dengan sebutan nikah siri. Menurut peraturan
perundangan (UU No.l tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam yang ada di
Indonesia suatu peristiwa perkawinan haruslah didaftarkan. Karena hal ini sebagai
syarat administrasi. Oleh sebab itu perkawinan yang tidak didaftarkan tidak
mempunyai kekuatan hukum. Sebab perkawinan ini tidak dianggap ada. Kedudukan
perkawinan yang dilangsungkan secara siti menurut Hukum Islam dianggap sah

asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, dan masing-masing pihak (suami

isteri) mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Kata kunci : Perlindungan, Pernikahan Sirri, Akibat Hukum.

A.PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami iateri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yan
—undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 | Jadi menurut

g Maha Esa.Demikian perumusan perkawinan

menurut pasal 1 undang

aturan Undang-undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang
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